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ABSTRAK

Pegawai tidak tetap di Dinas pemerintah mendapatkan gaji tidak sesuai
dengan waktu bekerjanya, selain gaji hak cuti tahunan juga tidak di dapatkan oleh
Pekerja Tidak Tetap, sedangkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri
Hak Normatif yang harus di.terima oleh Pekerja tidak tetap.ialah Mendapatkan Gaji
yang sesuai dengan Waktu bekerja, dan juga Hak mendapatkan cuti tahunan yang
telah diatur seperti di undang-undang ketenagakerjaan.

Adapun masalah pokok dalam peneliti ini adalah Apakah pekerja tidak tetap
di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan. Ruang,/Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Provinsi*Riau telah menerima Hak-Hak Normatifnya seperti yang
diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaa, dan
Apakah permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pekerja tidak tetap di Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Riau

Metode penelitian yang peneliti gunakan ialah Penelitian hukum empiris
dengan kata lain penelitian hukum sosiologis yang mana penelitian ini dilakukan
langsung ke lapangan. Dengan sifat penelitian yaitu diskriptif analistis, metode ini
guna untuk melihat suatu kenyataan hukum yang berada di tengah masyarakat.

Hasil dari penelitian yang penulis peroleh ialah Dinas PUPRPKPP
memberikan hak-hak kepada Pegawai Tidak Tetap (PTT) berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan serta Peraturan Daerah yang berlaku di Provinsi Riau. Hak
normatif yang dimaksud pada Undang-Undang-No. 13 Tahun 2003 telah diberikan
kepada Pekerja Tidak Tetap (PTT) yang“bekerja dilingkungan Dinas PUPRPKPP
walaupun tidak seluruh hak-hak normatif pada Undang-Undang Ketenagakerjaan
dapat di penuhi. Permasalahan-Permasalahan yang Terjadi Pada Pekerja Tidak
Tetap Di Dinas PUPRPKPP dimana Pekerja Tidak tetap kurang memahami tentang
Undang-Undang Ketenagakerjaan, Pekerja tidak tetap tersebut tidak mengikuti
aturan yang telah dibuat oleh Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, Pekerja tidak tetap
tersebut tidak menyelesaikan pekerjaan dalamjangka waktu yang telah ditentukan.
Dan Pekerja tidak tetap melakukan pelanggaran kewajiban dari penyedia jasa/ PTT
tersebut seperti tidak menaati ketentuanjam kerja yang berlaku di lingkungan Dinas
PUPRPKPP Provinsi Riau.

Kata Kunci : Pekerja Tidak Tetap, Hak Normatif, dan Dinas PUPRPK



ABSTRACT

Non-permanent employees at government offices receive salaries that are not
in accordance with the time they work, in addition to the salary for annual leave
rights, non-permanent workers also do not get, while in the Manpower Act itself the
normative right that‘must.be received by non-permanent workers is to get an
appropriate salary. with working time, and also the right to getannual leave which
has been regulated as in the labor law.

The main problem in this research is.whether non-permanent workers in the
Department of Public \Works;'Spatial Planning, /Housing, Settlement and Land
Areas of Riau Province-have received their normative rights asregulated in Law
no. 13 of 2003 concerning Manpower, and what are the problems that occur in non-
permanent workers in the Public Works, Spatial Planning, Housing, Settlement and
Land Areas of Riau Province

The research method that the researcher uses is empirical legal research in
other words sociological legal research where this research is carried out directly
in the field. With the nature of the research, namely analytical descriptive, this
method is used to see a legal reality that is in the midst of society.

The result of the research that the author obtained is that the PUPRPKPP
Service provides rights to. Non-Permanent Employees (PFT) based on the
Legislation and Regional Regutations;that apply in Riau Province. The normative
rights referred toin Law no. 13 of 2003 has been given to. Temporary Workers
(PTT) who work within the PUPRPKPP Office, although not all of the normative
rights in the Manpower Act can be fulfilled. Problems Oceurring in Non-Permanent
Workers at the PUPRPKPP Office where temporary workers do not understand the
Manpower Act, the temporary workers do not fellow the rules made by the Riau
Province PUPRPKPP Office, the temporary workers do not complete the work
within the time period which has been specified. And non-permanent workers
violate the obligations of the service provider/PTT such as not complying with the
applicable working hours provisions within the Riau Province PUPRPKPP Office.

Keywords: Temporary Workers, Normative Rights, and PUPRPK Service
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

dang Dasar

pekerjaan guna NG paik untuk memenuhi

Secara yuridis dalam hukum perburuhan kedudukan Pengusaha dan
Pekerja adalah sama dan sederajat. Namun, secara sosiologis pada suatu
kondisi tertentu kedudukan antara buruh dengan pengusaha tidak sama dan

seimbang. Karena seringkali buruh berada pada posisi yang lemah.?

! Soedarjadi, Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008).hIm.5
2 Fadhlil Wafi Fauzi, “Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Tidak
Tetap,” Skripsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, 2.



Masalah ketenagakerjaan selalu menjadi masalah yang kunjung tidak
terselesaikan. Karena masih banyak para buruh atau tenaga kerja yang belum
mendapatkan haknya sebagai pekerja dalam hal kesehatan. Dalam kehidupan,
kesehatan merupakan faktor yang penting. Oleh karena itu.sebagian orang yang
menjaga kesehatannya melakukan berbagal upaya untuk menjaga kesehatannya.

Disisi lain, negara memiliki kewajihan untuk menjamin kesehatan warganya.®

Tenaga kerja tidak tetap sebaiknya harus dapat merasakan perlakuan yang
sama dengan tenaga kerja tetap (ASN) tanpa adanya diskriminasi antara kedua
pihak tersebut. Yang dimana telah tertera pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang dimana menyebutkan bahwa Setiap
pekerja/buruh’ berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari
pengusaha. Maka dari itu, harus ada hak-hak yang dimiliki oleh tenaga kerja yang
diatur pada peraturan Indonesta,yang,di dalamnya termasuk perlindungan atas
hak-hak si pekerja. Seperti : Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, hak
untuk dapat mengembangkan kompetensi kerja, hak untuk dapat beribadah menurut
agama dan kepercayaan masing-masing, dan hak untuk mendapatkan upah yang
layak sesuai dengan harkat dan martbat manusia, serta hak untuk mendapatkan

perlindungan, kesejahteraan, kesehatan dan juga keselamatan kerja.

Dalam pelaksanaan hubungan kerja perlu diatur hak dan kewajiban dari
pengusaha dengan pekerja atau buruh yang lazim disebut syarat-syarat kerja.

Pengaturan syarat-syarat kerja dapat digolongkan kepada 2 (dua) kelompok, yaitu

3 Visi Yustisia, Hak Dan Kewajiban Pekerja Kontrak (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2016). him.13
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yang diatur melalui peraturan perundang-undangan dan yang diatur diluar peraturan

perundangan.*

Peningkatan perlindungan tenaga kerja merupakan hal yang dapat harus

ayat (1) U ahun 19/ yetia uan, jaminan,
perlindunga

sama di ha

dang No. 2 Tahun 2004 tentang
penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial”, Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial ialah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan
antara pengusaha dengan pekerja ataupun serikat pekerja karena adanya

perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan PHK.

* Lidia Febrianti, “Sistem Pengupahan Bagi Pekerja Dalam Perjalanan Kerja Waktu Tertentu
(PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” Syntax
Literate; Jurnal llmiah Indonesia 6, no. 1 (2021): 573-93.



Untuk dapat menjamin hak-hak tenaga kerja maka diperlukannya
perlindungan hukum agar dapat menjamin kesempatan, kesamaan serta perlakuan
tanpa adanya diskriminasi atas apapun. Dalam rangka untuk mewujudkan
kesejahteraan tenaga kerja 'dan_ keluarganya dengan tetap memperhatikan
perkembangan kemajuan dunia kerjanya, baik dalam Lembaga Pemerintahan,

Badan usaha milik Negara, Badan Usaha milik swasta dan lain-lainnya.

Salah satu Kedinasan di Indonesia yang mempekerjakan tenaga kerja tidak
tetap dan yang penulis gunakan dalam pokok pembahasan peneltian ini adalah
Kementrian Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Provinsi Riau.

Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau. lalah Kedinasan yang di kelola
kementerian dalam Pemerintah’ Indonesia’ yang membidangi urusan pekerjaan
umum dan perumahan rakyat. Dalam kesehariannya Kementrian Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau,
ini mempekerjakan beberapa Pegawai tidak tetap, yang hak-hak mereka dapatkan
belum sepenuhnya sesuai ataupun mungkin bertentangan dengan aturan didalam

Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003.

Peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dan mulai berlaku setelah mendapat
persetujuan pejabat yang ditunjuk, dan pengusaha wajib menginformasikan dan

menjelaskan peraturan perusahaan kepada pekerja. Jika ketentuan di bidang



ketenagakerjaan atau ketentuan yang memaksa pengusaha untuk bertindak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan benar-benar ditegakkan oleh semua pihak,
karena efektifitas hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, maka perlindungan

pekerja dari kekuasaan pengusaha diukur. secara sosiologis dan filosofis.

Awalnya sebelum Pekerja tersebut menjadi Pekerja tidak tetap di Kantor
Dinas Pekerjaan Umum, _Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Riau. disebabkan karena adanya perjanjian Kkerja. Perjanjian
Kerja ialah Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja
yang memuat syarat-syarat kerja, hak pekerja, dan kewajiban para pihak. ° dan tidak
semua Pekerja tidak tetap tersebut mendapatkan perlakuan serta tepenuhi segala
bentuk hal yang di sepakati pada perjanjian Kerja, termasuk Hak-hak Normatif si
pekerja, yang ingin penulis bahas disini ialah mengkaji tentang Hak normatif
pekerja mengenai Hak untuk: mendapatkanperlakuan yang sama dan juga Hak
mendapatkan upah/gaji yang layak. Karena kebanyakkan di Dinas pemerintahan
Pegawai yang bukan PNS/Pegawai Negeri Sipil mendapatkan perlakukan yang
tidak sama dengan Pegawai Negeri Sipil contohnya.saja dalam hal waktu berkerja,
Pegawai tidak tetap harus datang kurang dari jam 08:00 Wib dan terkadang
pulangnya malam karena harus mengerjakan pekerjaan yang seharusnya bukan
mereka kerjakan, sedangkan PNS/Pegawai Negeri Sipil Mereka bekerja dari jam
08:00 terkadang jam 15:00 sudah pulang, dan pekerjaan mereka di kerjakan oleh

pegawai tidak tetap. Lalu penulis juga ingin mengkaji tentang Gaji dimana

5 Hidayat Muharam, Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaannya Di Indonesia (Bandung: PT.
Citra Adirya Bakti, 2006). him.2
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terkadang Pegawai tidak tetap di Dinas pemerintah mendapatkan gaji tidak sesuai

dengan waktu bekerjanya, selain gaji hak cuti tahunan juga tidak di dapatkan oleh

Pekerja Tidak Tetap, sedangkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri

beberapa

2

yang berju
Terhadap

Ketenagak:

AENAND

N e

Ruang, Pe

B. Rumusa

serta menganalisis data secara mendalam berdasarkan tujuan yang diinginkan.
Berdasarkan Latar belakang yang penulis jelaskan maka penulis
memberikan rumusan masalah, yaitu :
1. Apakah pekerja tidak tetap di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi

Riau telah menerima Hak-Hak Normatifnya seperti yang diatur
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dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan?

2. Apakah permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pekerja tidak

AENR
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2
3
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jab)
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>
<
ok}
>
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2. Manfaat Penelitian

Setelah penulis melakukan penelitian dilapangan secara tidak langsung
penulis mendapatkan gambaran untuk kelngsungan penelitian ini. Kajian ini
diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi dunia akademis dan

praktis. Kegunaan khusus dari penelitian ini ialah :

a. Manfaat Teoritis
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Diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk landasan

penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

pemenuhan hak-hak outsourcing. s penelitian yang digunakan oleh penulis
tersebut dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dan metode
pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Berdasarkan hasil
penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa Perlindungan
hukum terhadap hak—hak normatif pekerja outsourcing diatur Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dan kendala kendala dalam

pemenuhan hak normatif adalah aturan yang lama tidak bisa lagi mengikuti



perkembangan, Mentalitas petugas yang menegakkan hukum, Fasilitas yang
diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum, serta miminmnya Kesadaran
hukum diantara semua pihak.

Selanjutnya yaitu Penelitian terdahulu dari Rizky. Gogo Kun, (2015)
Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul penelitian “Implementasi Hak-
Hak Normatif Tenaga Kerja Menurut'Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan (Studi"Di PT. Mulia Jaya- Kota Malang)” Tujuan yang ingin
dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi hak-hak
normatif tenaga kerja menurut UU N0.13/2003 tentang Ketenagakerjaan serta
faktor pendukung dan penghambat yang ‘'mempengaruhi. Penelitian ini
menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini adalah
di PT.Mulia Jaya yang beralamat di JI. Janti Barat No. 25 Kota Malang. Sumber
data primer dalam penelitian, Ini terdiri dari perwakilan perusahaan (pengusaha)
PT.Mulia Jaya, pekerja, dan perwakilan dari serikat buruh SBDM-PT.Mulia Jaya.
Sebagai data pendukung dalam analisa, sumber data sekunder dalam penelitian ini
berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari UUD NRI Tahun 1945, UU
No0.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan.KUHPerdata. Data primer diperoleh
dengan melakukan wawancara dengan metode purposive sampling dan random
sampling. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi
hak-hak normatif pekerja di PT.Mulia Jaya baru dilaksanakan bagi pekerja tetap,
sementara hak-hak normatif pekerja kontrak belum terpenuhi. Hak-hak normatif
tersebut terdiri dari: 1) hak untuk mendapatkan upah; 2) hak mendapatkan

perlindungan atas keselamatan, kesehatan, serta perlakuan yang sesuai dengan



martabat manusia dan moral agama; 3) hak mendirikan dan menjadi anggota
perserikatan tenaga kerja. Dalam aspek hak atas upah, pekerja tetap telah dibayar
sesuai dengan UMK Kota Malang 2013 sebesar Rp.1.340.300,-., sementara pekerja
kontrak dibayar dirbawah UMK sebesar Rp.910.000,-. Di PT.Mulia Jaya, pekerja
kontrak. tidak diberi upah lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, dan
tidak diberikan kebebasan dalam-berserikat. 'UU, Ketenagakerjaan sebagai undang-
undang khusus yang mengatur mengenai hak-hak pekerja tidak memiliki ketegasan
dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja kontrak, lemahnya kontrol
dari bagian pengawas Disnaker, tingkat kesadaran hukum pekerja kontrak yang
relatif rendah, dan kondisi keuangan perusahaan yang tidak stabil manjadi faktor
yang sangat berpengaruh dalam implementasi hak-hak normatif pekerja kontrak.
1. Teori Perjanjian

Hukum tentang Perjanjian diatur dalam, buku Il Kitab Undang- Undang
Hukum Perdata tentang Perikatan. Mempunyai sifat sistem terbuka, maksudnya
dalam hukum perikatan/perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya
kepada subyek hukum untuk mengadakan perjanjian.yang berisi apa saja, asalkan
tidak melanggar perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Pengertian Perjanjian ialah suatu peristiwa di mana seorang berjanji
kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan
sesuatu hal, Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut
yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua

orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian
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perkataan yang mengandung janji-janji atau ke sanggupan yang diucapkan atau
ditulis.

M. Yahya Harahap dengan memakai istilah perjanjian mengartikan
perikatan sebagai-hubungan hukum kekayaan-atau harta benda antara dua orang
atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk mendapatkan prestasi
dan sekaligus mewajibkan pada.pihak lain‘tintuk melaksanakan prestasi.’

Dari definisi perjanjian yang diterangkan di atas terlihat bahwa suatu
perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau
kesanggupan oleh para pihak, baik secara lisan maupun secara tertulis untuk
melakukan sesuatu atau menimbulkan akibat hukum.

Syarat sahnya suatu atau sebuah perjanjian terdapat dalam Pasal 1320
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), yang berbunyi: “Untuk sahnya
sebuah perjanjian diperlukan-empat syarat: Sepakat mereka yang mengikatkan diri,
kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang
halal” Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian ini, maka suatu
perjanjian menjadi ‘'sah_dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang
membuatnya, Permasalahanhukum akan timbul jika sebelum perjanjian tersebut
sah dan mengikat para pihak.®

Pasal 1 angka 15 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UUK) mendefinisikan Hubungan

kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian

¢ Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2005).him. 2

" Muhammad teguh Pangestu, Pokok - Pokok Hukum Kontrak (Makassar: CV. Social Politic
Genius (SIGn), 2019). HIm.3

8Suharnoko, Hukum Perjanjian (Teori Dan Analisis Kasus) (Jakarta: Kencana, 2014). HIm 1
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kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”. Nampak jelas bahwa
perjanjian kerja merupakan dasar dari lahirnya hubungan kerja. Perjanjian kerja
bersifat individual karena perjanjian kerja hanya mengikat pihak pengusaha dan
pihak pekerja sebagal individu.perseorangan.-Oleh karenanya istilah perjanjian
kerja dikenal juga dengan istilah “perjanjian kerja individual' (individual working
agreement.) Perjanjian kerja dapat dibuat untuk waktu tertentu (disebut juga sebagai
"perjanjian kerja waktu tertentu™ atau (PKWT) atau untuk waktu tidak tertentu
(disebut juga sebagai “perjanjian kerja waktu tidak tertentu™ atau (PKWTT). Dalam
praktek, pekerja dalam hubungan kerja PKWT sering disebut sebagai “pekerja
kontrak" atau “karyawan kontrak", sedangkan pekerja dalam hubungan kerja
PKWTT sering disebut sebagai "pekerja tetap” atau “karyawan tetap™”. Suatu
perjanjian dapat disebut sebagail perjanjian kerja jika isi perjanjian tersebut minimal
telah mengatur tiga unsur, syakni adanya pekerjaan, upah, dan perintah. Unsur
pekerjaan menunjuk pada apa yang harus dikerjakan. hal ini biasanya ditunjukkan
oleh adanya jabatan atau pekerjaan (job title) yang diberikan.®
2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum_adalah“sebuah sistem norma. Norma adalah
pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan
menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma
adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi

aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku

° Budi Santoso, Hukum Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja Bersama (Malang: UB Press,
2012).HIm 4
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dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun
dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi
masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya
aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.°

Kepastian merupakan sebuah perihal ataupun keadaan yang pasti,
ketentuan maupun ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti dalam
pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu
tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan
pasti hukum _dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan
pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.*

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan
diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian
tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia
menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau
menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan
hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat
dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan
bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum.
Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang

didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung

10 peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum (Jakarta: Kencana, 2008).HIm. 158.
1 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari : Memahami Hukum (Yogyakarta: Lakshang
Pressindo, 2010).HIm. 59
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melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut
pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini,
tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.
Kepastian hukum.itu diwujudkan.oleh hukum dengan sifatnya.yang hanya membuat
suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum
membuktikan bahwa hukum. tidak' beftujuan; untuk mewujudkan keadilan atau
kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian®?

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal
1313 KUHPerdata serta hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa,
menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/ kontrak
dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat.
Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena
keteraturan merupakan. inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan
orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-
kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. **

Berdasarkan  uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka
kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak
menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.
Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan,
sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

3. Teori Perlindungan Hukum

2 Ali Achmad, Menguak Tabir Hukum (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002).
13 Fernando M Manulang, Hukum Dalam Kepastian (Bandung: Praksara, 2007). HIm. 95.
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Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting
untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan

kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat

itu terciptalah pe : J mana : emberikan rasa
aman serta nyaman ke \ m sasi manusia agar

terciptanya

legal protection theory, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan theorie
vandewettelijke bescherming,dan dalam bahasa Jerman disebut dengantheorie der

rechtliche schutz. Teori perlindungan hukum merupakan:

14 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2007).HIm 12

15 C.S.T Kansil, Pengantar IImu Hukum Jilid 1 (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).

16 Gatijipto Raharjo, IImu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).HIm. 53
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“Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk ataup

un tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan

yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.”

I wujud atau

bjek perlindun

enjadi  subjek

menjadi  objek

penyedia jasa pekerja/buruh.

Dalam peraturan perundang-undangan telah ditentukan bentuk-bentuk
perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas adanya kesewenang-
wenangan dari pihak lainnya, baik itu penguasa, pengusaha, maupun orang yang
mempunyai ekonomi lebih baik dari pihak korban. Pada prinsipnya, perlindungan

hukum terhadap pihak yang lemah selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap

16
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hak-hak pihak yang lemah atau korban. Salah satu Peraturan perundang-undangan

yang mengatur bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat, ialah “Undang-

Undang Nomor 13/Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.”

majikan. : J-undang i Jan yang diberikan

kepada pe

g
@
S

Q
c
w
QD
>

2
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;
%

pelanggaran akan hak-hak tersebut, adanya perlindungan hukum dapat memberikan
perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban. Upaya perlindungan
hukum telah dilakukan dengan perumusan sejumlah undang-undang dan kebijakan.
Akan tetapi, sejauh ini perlindungan yang diberikan belum optimal. Hal ini

berkaitan dengan upaya penegakan hukumnya. Menurut “Pasal 28D ayat (1) UUD

17 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
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1945 bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan

9918

hukum yang sama di mata hukum.

E. Konsep Operasi 1

bekerja, berdasarkan ju ari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan
yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta

oleh pemberi kerja.

18 https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-
memperolehnya-1t61a8a59ce8062?page=4

19 Teguh Sulistia, “Jurnal Hukum Perlindungan Hak Normatif Pekerja Dalam Proses
IndiistfialiSasi” 10, no. 22 (n.d.): 39-53.
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4. Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 ialah suatu aturan
hukum yang mengatur tentang segala bentuk ketenagakerjaan.

5. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan

oleh Kepala

ndapatkan jawaban

i o a ]
dari permasala y ] 3 tu dengan berurutan

2. Lokasi Penelitian
Sesuai dengan Judul yang penulis ingin teliti, Penulis mengambil Lokasi
penelitian yaitu di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau. yang beralamat di Jalan JI.

SM Amin No.9A, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau.

20 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).HIm 105
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3. Populasi dan Sampel
a. Populasi

Populasi merupakan Keseluruhan ataupun Himpunan obyek yang

penulis ialah

a jumlah dan

menunjukan
sejumlah sa aupun dapat dilihat

pada table

(Sumber data : Kantor Dinas PUPRPKPP Bag. Bina Program Prov. Riau 2022)
4. Data dan Sumber Data
Data yang penulis gunakan untuk menyusun dokumen hukum ini dapat
diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Data Primer

2L Bambang Sunggono, Metode Peneleitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo, 2016). HIm. 118
22 1bid HIm 120.
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Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik
melalui wawancara, observasi maupun dalam bentuk laporan berupa

dokumen yang tidak resmi 2yang dikelola oleh Kantor Dinas Pekerjaan

2003 Tentang

b. Artikel dan Jurnal hukum yang membahas tentang
Ketenagakerjaan
5. Alat Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpulan data yang penulis gunakan ialah :

23 Zainuddin Ali, Op. Cit., HIm 176
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a. Wawancara ialah cara mengumpulkan data dengan orang-orang
yang berpengetahuan ataupun yang paham dengan masalah yang

akan diteliti oleh penulis. Wawancara dilakukan dengan Kepala

penelitian ini
SIS, dari berbagai

enulis teliti

didapat dengan wawancara.

7. Penarikan Kesimpulan
Cara berpikir penulis adalah deduktif, yaitu proses berpikir yang bertolak
dari pemikiran umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir

pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus dalam hal in yang khusus
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merupakan hasil penelitian yang diperoleh dari narasumber dan yang

umum berupa peraturan perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan.
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BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Ketenagakerjaan

=

=\ g

ang berhubungan
masa kerja.

kerjaan adalah

Ny

kaitan dengan

yang berlaku pada pokoknya meng Ungan antara buru dan majikan, buruh
dengan buruh dan buruh dengan penguasa. Dari pengertian diatas hukum
ketenagakerjaan memiliki beberapa unsur yaitu:

a. Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis.

24 Abdul Khakim, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Bandung: PT. Citra Adirya Bakti,
2014).HIm. 4
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b. Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan
pengusaha.

c. Adanya orang bekerja pada dan dibawah orang lain dengan mendapat

»”
”~

hubungan kerja, tetapi meliputi juga pengaturan di luar hubungan kerja, serta perlu
diindahkan oleh semua pihak dan perlu adanya perlindungan pihak ketiga, yaitu

penguasa (pemerintah) bila ada pihak-pihak yang dirugikan.?®

ZSubijanto, “Peran Negara Dalam Hubungan Kerja Indonesia,” Pendidikan Dan Kebudayaan 17,
no. 6 (2011): 708. HIm. 708
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Pendapat Imam Soepomo memberi pengertian bahwa hukum perburuhan
adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan
dengan suatu kejadian pada saat seseorang bekerja pada orang lain secara formal
dengan menerima upah tertentu.. Dengan_kata lain, hukum_perburuhan adalah
seperangkat aturan dan norma yang tertulis ataupun tidak tertulis yang mengatur
pola hubungan industrial antara-pengusaha:danpekerja atau buruh. Sedangkan Pada
Pendapat ‘Levenbach, hukum perburuhan merupakan peraturan yang meliputi
hubungan kerja antara pekerja dan majikan, yang pekerjaannya dilakukan dibawa
kepemimpinan.®

Hukum ketenagakerjaan dahulu disebut dengan hukum perburuhan yang
merupakan terjemahan dari arbeidsrechts. Mengenai hukum perburuhan terdapat
beberapa pendapat atau batasan. Mengenal pengertian arbeidsrechts Molenaar
memberikan batasan pengertian yaitu merupakan hukum yang berlaku yang pada
pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan pengusaha dan antara buruh
dengan buruh.?” Istilah Hukum perburuhan semakin tidak popular dengan
diundangkannya Undang Undang Ketenagakerjaan.No. 13 tahun 2003 sebagai
Undang-Undang payung bagi masalah-masalah™ yang terkait dengan hukum
perburuhan/ hukum ketenagakerjaan. D1 beberapa perguruan tinggi di Indonesia,
mata kuliah hukum perburuhan juga banyak digantikan dengan istilah lain, seperti
hukum ketenagakerjaan dan hukum hubungan industrial. Menurut Undang-undang

No.13 tahun 2003, pengertian ketenagakerjaan lebih jelas dibandingkan dengan

% et al Sipayung, Parlin Dony, Hukum Ketenagakerjaan (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2002).
HIm. 5
27 Iman Soepomo, Pengantar Hukum Pemburuhan (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
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perburuhan sebagimana dalam KUHPerdata. Sekalipun demikian, pelaksanaan
peraturan  perundang-undangan dalam  bidang ketenagakerjaan  mash

mempergunakan beberapa undang-undang yang dikeluarkan sebelum dikeluarkan

erja dalam mewujudkan

uhi terpenuhi hak-hak dan
perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh maka
pembangunan ketenagakerjaan harus di atur sedemikian rupa serta
mampu mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia
usaha.

d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya, Masyarakat

yang sejahtera, adil dan makmur tidk akan pernah tercapai apabila
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tenaga kerja dan keluarganya tidak sejahtera. Maju dari ini dengan

mewujudkan Kkesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya itu

merupakan perwujudan kesejahteraan masyarakat indonesia

dan telah
Undang-U

yang telah

e) Undang-Undang Nomor Tahun 1963 Tentang Pencegahan
Pemogokan dan/Penutupan (Lock Out) di Perusahaan, Jawatan-
Jawatan Yang Vital

f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan

Pokok Mengenai Tenaga Kerja

28 Subekti, Hukum Perjanjian. Hal. 36
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g) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan

h) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Perubahan

Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997

awalan “ke”
dan akhiran “an an demikian, ke 0 al yang berkaitan
dengan tenaga k ‘ _- -_ mor 13 Tahun
2003 tentan agakerjaan- " ja k ‘: - g yang mampu

melakukan pekerjaan ¢ , asa, be ntuk memenuhi

bukan tenaga kerja.!
Tenaga kerja merupakan factor yang sangan penting dalam pembangunan,
kaerena tenaga kerja di samping sebagai pelaksana pembangunan juga penentu

keberhasilan pembangunan. Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus

2 Asyhadie; H Zaeni; dan Rachmawati Kusuma, Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan
Praktik (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019).. HIm. 2

%0 Sipayung, Parlin Dony, Hukum Ketenagakerjaan.Op.Cit HIm. 6

31 Kbbi
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dilindungi haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya. Setiap
orang yang dapat melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa, baik

untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat dapat meliputi setiap

im alam bentuk lain atau

“'“““ .a@ imbalan.

orang yang bekerj
setiap or

Dengan

penduduk yang tau seda . cari pekerjaan, dan
yang mela
Pengertian er uk : ';" erja me a_ditentukan oleh
umur/usia.

angkatan k

a. Golongan yang be
b. Golongan yang mengurus rumah tangga

c. Golongan lain-lain tau penerima pendapatan.

32 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). HIm
1
33 Sipayung, Parlin Dony, Hukum Ketenagakerjaan.Loc.Cit
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Undang-Undang No.13 tahun 2003 menetapkan bahwa penggunaan istilah

pekerja selalu disertai istilah buruh yang menandakan bahwa dalam Undang-

Undang ini, dua istilah tersebut memiliki makna yang sama. Dalam pasal 1 Angka

pihak. Tenaga kerja (manpower) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia
15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Sebelum
tahun 2000, Indonesia menggunakan patokan seluruh penduduk berusia 10 tahun

ke atas (lihat hasil Sensus Penduduk 1971, 1980, dan 1990). Akan tetapi, sejak
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Sensus penduduk 2000 dan sesuai dengan ketentuan internasional, tenaga kerja
adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih.3

Secara umum, tenaga kerja ialah : “Setiap orang yang mampu bekerja,

kecuali :

Sy
\'e ‘e

&
3
=
)
s
=
ge

CA N )2 N

D
jab)
>
(BN
a1

=
3
jab)
o
D
5y
N

68 yang m:
dimaksud p
belas) tahu
ayat (1) yait

1)
bagi anak yang
tahun untuk v
perkembangan dan .@ .

Tenaga kerja menca dah atau sedang bekerja, yang
sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah
dan mengurus rumah tangga. Pencari kerja, bersekolah dan mengurus rumah tangga
walaupun tidak bekerja, tetapi secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut

bekerja.

% Ibid., Hal 7
% Asyhadie; H Zaeni; dan Rachmawati Kusuma, Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan
Praktik. Hal 3
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Pengertian tentang tenaga kerja yang dikemukakan oleh Dr. Payaman
Simanjuntak memiliki pengertian yang lebih luas dari pekerja/buruh. Pengertian
tenaga kerja mencakup tenaga kerja/buruh yang sedang terkait dalam suatu
hubungan kerja dan tenaga kerja.yang belum.bekerja. Sedangkan pengertian dari
pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima. upah atau
imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata 1ain; pekerja/buruh adalah tenaga kerja
yang sedang dalam ikatan hubungan kerja.>®

Tenaga kerja dapat dibagi menjadi empat macam yaitu: tenaga kerja tetap,
tenaga kerja harian lepasm tenaga kerja borongan, dan tenaga kerja kontrak.
Pengertian dari setiap tenaga kerja yang telah disebutkan diatas yaitu:

Tenaga Kerja tetap (permanent employee) yaitu pekerja yang memiliki
perjanjian kerja dengan pengusaha untuk jangka waktu tidak tertentu (permanent).
Tenaga kerja~ tetap, menurut Peraturan, \Menteri ~Keuangan Nomor
252/PMK.03/2008 Tentang Penunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas
Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi,
ditambahkan menjadi sebagai berikut:

Pegawai tetap adalah. pegawai..yang menerima atau memperoleh
penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan
komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut
mengelola kegiatan peruahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja
berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang

bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut.

% Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004). HIm. 12
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Menurut pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-
03/MEN/1994 menyebutkan bahwa Tenaga Kerja Harian Lepas adalah tengaa kerja
yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-
ubah dalam hal waktu maupun. kontinyuitas-pekerjaan dengan menerima upah
didasarkan atas kehadirannya secara harian. Contohnya seperti tenaga kerja yang
bekerja sebagal tenaga kerja.harian lepas-di sebuah pabrik rokok. Tenaga kerja
tersebut diberi berdasarkan kehadirannya setiap hari 18 kerjanya maka ia tidak akan
menerima upah. Maka tenaga kerja harian lepas menerima upah sesuai dengan
kehadirannya di tempat kerja.

Menurut pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri _Tenaga Kerja Nomor PER-
03/MEN/1994 menyebutkan bahwa tenaga kerja borongan merupakan tenaga kerja
yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan terntetu yang berubah-
ubah dalam hal waktu dengan.menerima upah_didasarkan atas volume pekerjaan
atau satuan hasil kerja. Contohnya seorang pekerja bangunan yang bekerja dibawah
pengawasan seorang mandor, para pekerja tersebut bekerja untuk menyelesaikan
sebuah bangunan, pekerja tersebut menerima upah seminggu sekali dan hubungan
kerja berakhir bila bangunan‘tersebut telah selesar dibangun.

Menurut pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-
03/MEN/1994 menyebutkan bahwa Tenaga Kerja Kontrak adalah tenaga kerja yang
bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima
upah yang didasarkan atas kesepakatan untuk hubungan kerja waktu tertentu dan
atau selesainya pekerjaan tertentu. Tenaga kerja kontrak termasuk kedalam

Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) karena PKWT merupakan
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perjanjian kerja yang terdapat angka waktu atau selesainya suatu pekerjaan ini
sesuai dengan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tenaga

Ketenagakerjaan.

o
7
v

¢
¢
9

dicantumkan dalam perjanjian kerja, apabila perjanjian kerja dilaksanakan secara
lesa, maka syarat masa percobaan harus diberitahukan kepada pekerja yang
bersangkutan dan dicantumkan dalam surat pengangkatan. Jika tidak dicantumkan

dalam perjanjian kerja maupun surat pengangkatan maka ketentuan masa percobaan

37 Undang-Undang Ri Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
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kerja dianggap tidak ada. Dalam masa percobaan, pengusaha dilarang membayar
upah dibawah upan minimum yang berlaku.®

b. Tenaga Kerja Tidak Tetap Merupakan karyawan yang hanya
dipekerjakan ketika perusahaan.membutuhkan tenaga kerja. tambahan saja atau
karyawan tersebut dipekerjakan dalam jangka waktu tertentu dengan pekerjaan
tertentu sesuai dengan yang_dibutuhkan oleh perusahaan. Karyawan tidak tetap
biasanya dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh perusahaan ketika perusahaan
sudah tidak membutuhkan lagi. Jika dibandingkan dengan karyawan tetap,
karyawan tidak tetap cenderung memiliki hak yang lebih sedikit dan juga cenderung
tidak aman (dalam hal kepastian pekerjaan). Dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-
Undang RI Nemor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerja perjanjian kerja untuk
waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan
sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu pekerja
yang sekali selesal atau yang sementara sifatnya, pekerja yang diperkirakan
penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga)
tahun, pekerja yang bersifat musiman atau pekerja.yang berhubungan dengan
produk baru, kegiatan baru, atau.produk tambahan yang masih dalam percobaan
atau penjajakan.®

Tenaga kerja tidak tetap tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang
bersifat tetap yaitu pekerjaan yang sifatnya terus menerus tidak terputus-putus tidak

di batasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses dalam satu perusahan atau

3 Endah Pujiastuti, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Semarang: University Press, 2015).Hal
30
%9 Ibid, Hal 30
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pekerjaan yang bukan musiman. Pekerjaan yang bukan musima adalah pekerjaan
yang tidak tergantung cuaca atau kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan
pekerjaan yang terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi dan merupakan
bagian dari suaturproses produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu
dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut
merupakan pekerjaan musiman-yang tidek termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat
menjadi objek perjanjian kerja waktu tertentu.
5. Asas-Asas Hukum Ketenagakerjaan

Landasan Pembangunan Ketenagakerjaan di Indonesia adalah Pancasila,
Undang-Undang Dasar 1945 diatur pada Undang-Undang No 13 tahun 2003 Pasal
2 tentang ketemagakerjaan. Dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya dan perkembangan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk
meningkatkan ‘harkat, martabat dan harga _diri pekerja~serta mewujudkan
masyarakat sejahtera, adil, makmur, merata baik materiil dan spiritual. Sedangkan
asas pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas dasar keterpaduan dengan
melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah, Diatur pada Pasal 3
Undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.*°

Asas pembangunan ketenagakerjaan tersebut pada dasarnya sesuai dengan
asas pembangunan nasional khususnya asas Demokrasi Pancasila serta asas adil dan
merata. Pembangunan Kketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan

keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu antara Pemerintah, pengusaha dan pekerja.

40" Asyhadie; H Zaeni; dan Rachmawati Kusuma, Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan
Praktik. Op.cit Hal. 21
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Oleh karena itu pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam

bentuk kerja sama yang saling mendukung.** Tujuan pembangunan

ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang ketenagakerjaan pasal 4 yang

Hukum Ketenagakerjaan Sebagai jaminan kepastian dan ketidak berpihakan kepada
semua pihak yang terlibat Hukum ketenagakerjaan yang berlaku dalam bentuk

peraturan.*?

“ Ibid., Hal. 22
42 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar (Jogjakarta: Liberty,
1999).HIm. 76.
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Ada dua jenis sumber hukum, yaitu sumber hukum dalam arti materiil dan
sumber hukum dalam arti formil. Dalam hukum perburuhan yang dimaksud sumber

hukum ketenagakerjaan dalam arti formil, karena sumber hukum dalam arti materiil

Q@‘

3) Undang-Unde

Perselisihan Hubungan Industrial. Undang-undang ini mencabut:
a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1957
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1227)
b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan

Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta (Lembaran Negara
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Tahun 1964 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2686)

4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

berjanji kepada \ r 3 atu hal, sehingga
pihak-pihak ya angkutan te ereka adakan, oleh

karena itu atura am per 'f‘ Im sebagai undang-

bersama.

2) Perjanjian kerja.
3) Peraturan perusahaan.
C. Keputusan/Penetapan, Penetapan yang telah dibuat oleh Panitia

Perseelisihan Perselisihan Perburuhan baik pada tingkat Pusat maupun Daerah yang

43 Lala Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta: Rajawali Press, 2014). HIm. 62.
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selanjutnya diganti dengan istilah PPHI menurut UU No. 2 Tahun 2004. Oleh UU
yang telah dinyatakan bahwa penetapan PPHI merupakan sebuah arbitrase

compulary (arbitrase wajib) sebelum penyelesaian nantinya akan diselesaikan oleh

dari hasil k terne ' "' dikenal dengan
ng sama bagi
buruh warg ecelakaan, dan

Convention

Ll E LY

perburuhan yang terjadi di perusahaan.™
Maka dari itu Sifat hukum ketenagakerjaan terbagi menjadi 2 golongan,
yaitu: 4

a. Hukum Mengatur

4 Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Op.cit
4 Agusmidah, Dinamika Dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi (Bogor:
Galia Indonesia, 2010).
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Sifat Hukum Ketenagakerjaan Sebagai Hukum Mengatur (Regeld) Ciri
utama dari hukum ketenagakerjaan yang bersifat mengatur adalah adanya aturan

yang tidak sepenuhnya memaksa. Artinya boleh melakukan penyimpangan

hukum ket adala ‘ " etentuan memaksa
(dwigen)
maupun pe

8. H

UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah
“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh
berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan

perintah”.

46 Soepomo, Pengantar Hukum Pemburuhan. Hal. 55

42



Dalam pengertian hubungan kerja tersebut, terkandung arti bahwa pihak
pekerja/buruh dalam melakukan pekerjaan berada di bawah pimpinan pihak lain
yang disebut pengusaha. Hubungan kerja pada dasarnya meliputi hal-hal yang
berkaitan dengan perjanjian kerja sebagai dasar-hubungan kerja, hak dan kewajban
para pihak, berakhirnya hubungan kerja, dan penyelesaian perselisinan antara
pihak-pihak yang bersangkutan.’*

Hubungan kerja adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh
minimal dua subjek hukum mengenai suatu pekerjaan.*® yang dimaksud ke 2 pihak
adalah ikatan antara pihak ke 1 dengan pihak ke 2 dimana ke 2 belahpihak akan
saling menguntungkan. Yang dimaksud menguntungkan ke 2 belah pihak adalah
pihak ke 1 akan'memberikan perkerjaan kepada pihak ke 2 dan pihak ke 2 dari hasil
pekerjaannya telah dilakukan berupa jasa pekerjaan kepada pihak ke 1 maka pihak
ke 2 memperoleh imbalan berupah upah dari hasil pekerjaannya dari pihak ke 1.

Yang di maksud para pihak dan pengertian-pengertian yang berkaitan
dengan hubungan-hubungan kerja diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan :

1) Ketenagakerjaan-adalah segalayang berhubungan dengan tenaga kerja

pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

2) Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan

guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan

sendiri maupun untuk masyarakat.

47 Agusmidah, Dinamika Dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi., HIm. 43.
“8Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi.. HIm. 36
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3) Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah
atau imbalan dalam bentuk lain.

4) Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum,

secara berdiri
Dan Orang

ida di indonesia

o EL R

At S 5

I=

dan usaha-usaha lain yang
mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

7) Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan
pengusaha atau memberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak,

dan kewajiban para pihak
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8) Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh

berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan,upah,

dan perintah.*®

pekerja/bu : eng 2 3 Al eh pengusaha dan
pekerja/bur : ‘- : -L ':— an|I erja bersama yang
dibuat oleh pe n serikat pekerja/ _ ! g.ada di perusahaan.

Demikian erjanji 3 ngan peraturan

Wiwoho Soedjono menyebutkan bahwa “Perjanjian kerja adalah suatu
perjanjian antara orang perorang pada satu pihak dengan pihak lain sebagai
pengusaha untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan mendapatkan upah”.>

Sedangkan pandangan Lalu Husni menjelaskan bahwa perjanjian kerja adalah

49 Hidayat Muharam, Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaannya Di
Indonesia (Jakarta: PT. Citra Adirya Bakti, 2006). HIm. 2
%0 Wiwoho Soedjono, Hukum Perjanjian Kerja (Jakarta: Bina Aksara, 2003). HIm. 9
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“suatu perjanjian dimana pihak kesatu, si buruh mengikatkan dirinya pada pihak
lain, simajikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah, dan majikan menyatakan

kesanggupannya untuk mempekerjakan si buruh dengan membayar upah.”*

perjanji

adalah segala

k kepentingan

U

D .
=.
>
S
=
>
5
=~
)
=
N

undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas
suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.

c. Ada perintah Perintah merupakan unsur yang paling khas dari hubungan

kerja, maksudnya pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja/buruh berada

di bawah perintah pengusaha.

51 Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan.Op Cit Hal. 51
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Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk

lisan maupun tertulis. Namun, secara normatif perjanjian kerja dalam bentuk

akan mer

Pasal 1 al
juga ada mengat perjar 2 atau untuk waktu
tidak tertentu, . ierupakan das ~ ecara outsourcing.
Hal ini dite al: : : ) un 2003 yang

berbunyi:

Menurut isi Pasal 56 di atas dapat dimengerti bahwa perjanjian kerja untuk
waktu tertentu dikenal dalam prakteknya antara lain dilakukan secara outsourcing,
dimana dalam isi perjanjian tersebut pekerjaan yang diperjanjikan kepada tenaga

kerja waktunya terbatas sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.
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Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT) hanya dibolehkan untuk
pekerjaan tertentu menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai

dalam waktu tertentu, yaitu:

un 2003 yang
berbunyi:

tulis serta harus

asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara
keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam
bahasa Indonesia.

Sebagaimana layaknya suatu perjanjian kerja, maka perjanjian kerja secara

outsourcing juga dimuat secara tertulis dengan tulisan dan isi tulisan yang dapat

dimengertian oleh pekerja dan pengusaha yaitu dalam Bahasa Indonesia.
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Sedangkan apabila perjanjian tersebut dibuat tidak berdasarkan bahasa Indonesia

maka dikhawatirkan adanya kesalahan dalam pemahaman isi perjanjian kerja secara

outsourcing tersebut.

perusahaan.®
2. Hak Normatif Pekerja
Hak normatif pekerja adalah hak — hak pekerja yang lahir sebagai upaya

memberi perlindungan terhadap pekerja yang harus dipenuhi oleh pengusaha yang

52 Ririn Zulpani Siregar, Tinjauan Yuridis Pembagian Hak Normatif Akibat Pemutusan Hubungan
Kerja (Phk) Secara Sepihak Terhadap Pekerja Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No.13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Putusan No.103/Pdt.Sus-Phi/2019/Pnmdn) (Medan:
Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2020). HIm 18

49



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

diatur dalam Peraturan Perundang—undangan Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang bersifat mengikat pekerja dan

pengusaha.

a. Hak Norr a-Kerj en ang-Undang No. 13 Tahun

o R L )

meningkatkan

dengan bakat,

ditempat kerja.
6. Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berHak atas
pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga

sertifikasi.

3Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
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7. Setiap tenaga kerja mempunyai Hak dan kesempatan yang sama untuk

memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh

penghasilan yang layak didalam atau diluar negeri.

. Setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan
sosial tenaga kerja.
14. Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja.
kewajiban pekerja dengan pengusaha dibuat dengan menggunakan prinsip
keadilan "neminem laedere” Jangan merugikan orang lain dan "unicuiqul suum

tribuere™ (berikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya), Selain Hak-Hak
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Normatif tenaga kerja, akan tetapi tenaga kerja juga memiliki kewajiban yang diatur

pada Undang-Undang Ketenagakerjaan.

b. Kewajiban Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang No 13 Tahun

5. Sekurang kurangnya dalam waktu 7 (Tujuh) hari kerja sebelum mogok
kerja dilaksanakan, pekerja dan serikat pekerja Wajib memberitahukan
secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab

dibidang ketenagakerjaan setempat.

54 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
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C.Tinjauan Mengenai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.

1. Gambaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,

Kedudukan ganisasi, a Kerja Dinas
Pekerjaan Penata _" ' - rmukiman dan

Pertanahan Pr i Riau. Dinas Pekerjaan Pena g, Perumahan,

ditetapkan dalam Pergub No.46 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor
7 Tahun 2019 tanggal 12 September 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Provinsi Riau, kedudukan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,
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Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau merupakan unsur pelaksanaan
Pemerintah Provinsi Riau, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah®®

ntang Uraian

an, Kawasan

dan Jembatan, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan,

Bidang Penataan Ruang serta Bidang Penataan Bangunan;

b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air,

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, Bidang Preservasi Jalan

%5 Https://Puprpkpp.Riau.Go.ld/Asset/File/4786247f135bb97958e044d983934a6¢.Pdf
%6 Https://Puprpkpp.Riau.Go.ld/Asset/File/4786247f135bb97958e044d983934a6¢.Pdf
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dan Jembatan, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan,

Bidang Penataan Ruang serta Bidang Penataan Bangunan;

c. Pelaksanaan. evaluasi pada Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air,

Lingkungan,

nan, dan

Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Air Minum

3. Susunan Organisasi

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau

mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:
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a. Sekretariat terdiri atas:

1. Subbagian Perencanaan Program;

&

.
=)
&

%4
1
o
o
o
g .
a

2, 08

d. Bidang Cipta Karya, terdiri atas:

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Cipta Karya;

2. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan

3. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.

e. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas:
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1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan dan Kawasan

Permukiman;

i. UPT Pengelolaan Air Minum, Kelas A;

J. UPT Peralatan Konstruksi, Kelas B;

k. UPT Pengelolaan Rusunawa, Kelas B;

I. UPT Wilayah I, Kelas A;

m. UPT Wilayah 11, Kelas A;
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n. UPT Wilayah 111, Kelas A;

0. UPT Wilayah 1V, Kelas A;

8. KEPALA BIDANG PERUMAHAN & KAWASAN

PERMUKIMAN

9. KEPALA BIDANG PERTANAHAN & PENATAAN RUANG

10.KEPALA BIDANG BINA JASA KONSTRUKSI

11.KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN

SUMBER DAYA AIR
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12.KEPALA SEKSI PERENCANAAN & PENGENDALIAN

PEMBANGUNAN JALAN & JEMBATAN

13.KEPALA SEKSI PERENCANAAN & PENGENDALIAN CIPTA

23.KEPALA SEKSI IRIGASI DAN RAWA

24 KEPALA SEKSI PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN

25.KEPALA SEKSI AIR MINUM & PENYEHATAN

LINGKUNGAN

26.KEPALA SEKSI KAWASAN PERMUKIMAN

27.KEPALA SEKSI PENATAAN RUANG
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28.KEPALA SEKSI PENDATAAN & SERTIFIKASI JASA

KONSTRUKSI
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BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pekerja tidak tetap di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau telah
menerima Hak-Hak Normatifnya seperti yang diatur dalam Undang-

UndangNo. 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan

Hak-hak normatif pekerja sudah selayaknya diberikan pemberi kerja untuk
tercipta suatu hubungan kerja yang baik. Hak normatif pekerja adalah hak dasar
dari pekerja yang wajib diberikan oleh perusahaan atau pengusaha sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Dimana hak ini- muncul apabila telah terjadinya
hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan. Hak normatif ini telah di atur
pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, bukan hanya perusahaan saja akan tetapi
ada beberapa Kkedinasaan pemerintah-—yang- mempekerjakan Pekerja tidak
tetap/Honorer, contohnya saja Dinas PUPRPKPP Provinsi.Riau. yang dimana pada
Kedinasan ini mempekerjakan kurang lebih sekitar 15 orang pekerja tidak tetap,
yang dimana sampai saat ini hak-hak normatifnya belum terpenuhi.

Maka dari itu untuk lebihlanjutnya penulis mengajukan kuisioner kepada
Pekerja tidak tetap di Dinas PUPRPKPP, yang penulis sebarkan di lapangan, dan
hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 111.1

Jawaban Pekerja Tidak Tetap Dinas PUPRPKPP tentang telah menerima

Hak-Hak Normatif sesuai dengan isi Undang-Undang Ketenagakerjaan
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No Kuisioner Jawaban Responden Presentase

1. Ya 9 60%

40%

o

ap di Dinas

PUPRPKPF 60% Pekerja

%
=)
=
o
o
g
tidak tetap menerima hak-ha natif seperti dalam Undang-
Undang N

mengatakan bahwe helum menerima hak: g sesuai dengan

serta Peraturan Daerah yang berlakt I Riau. Hak normatif yang dimaksud
pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 telah diberikan kepada Pegawai Tidak
Tetap (PTT) yang bekerja dilingkungan Dinas PUPRPKPP walaupun tidak semua

bisa terpenuhi.®’

57 Hasil Wawancara Penulis Dengan Fifi Noviani Menajabat Sebagai Penyusun Rencana Kegiatan
Dan Anggaran
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Sedangkan menurut penulis dimana Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

sebenarnya telah memberikan hak-hak normatif para Pekerja tidak tetap seperti Hak

dasar untuk memperoleh upah yang layak, Hak untuk mendapatkan kesempatan dan

kerja, dan
tersebut da
sebenarnya

memiliki

No Kuisioner » an Responden Presentase

1. Ya 9 60%

2. Tidak 6 40%
Jumlah 15 100%

Sumber: Data Olahan 2022
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Berdasarkan hasil kuisioner terhadap Pekerja tidak tetap di Dinas

PUPRPKPP Provinsi Riau, maka penulis mendapatkan hasil yaitu 66% Pekerja

tidak tetap menerima hak-hak normatif sesuai dengan kewajiban yang telah

upah serta cuti yang sesuai dengan undang-undang tapi tidak mencantumkan hak-
hak lainnya. Dan dapat dilihat Pada table kuisioner dibawah ini tentang apakah
Pekerja tidak tetap di Dinas PUPRPKPP menerima Upah sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang :

%8 Hasil Wawancara Penulis Dengan Fifi Noviani Menajabat Sebagai Penyusun Rencana Kegiatan
Dan Anggaran
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Tabel 111.3

Jawaban Pekerja Tidak Tetap Dinas PUPRPKPP tentang Pekerja Tidak

Tetap Telah menerima Upah sesuai dengan. |

Qs » R

< . o
7 A@i
4 ‘T‘Tgr‘ » \

ndang-Undang

ketenagakerjaan.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk Fifi Noviani, ia
menyatakan bahwa Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau memberikan Upah/gaji

kepada Penyedia Jasa/ PTT berdasarkan masa kerjanya. Masa kerja dalam tahun
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yang rendah memang belum sesuai dengan Upah Minimum Provinsi dan Upah

Minimum Kota Pekanbaru.>®

Sedangkan menurut pendapat penulis pihak PUPRPKPP memberikan

dan denga
menurut Pa at 1ya nyi Pe ':_ arang membayar upah lebih

rendah dari upah minimu gaimana dimaksud dal al 89.” Yang dimana

penyelesaian  suatu
jenis pekerjaan yang dimi olf: nberi Kerja. Akan tetapi faktanya
kebanyakkan Pekerja tidak tetap tidak menerima upah yang sesuai dengan hasil

kerjanya.

%9 Hasil Wawancara Penulis Dengan Fifi Noviani Menajabat Sebagai Penyusun Rencana Kegiatan
Dan Anggaran
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Selain memberikan upah pihak PUPRPKPP juga memberikan hak untuk

cuti kepada Pekerja tidak tetapnya, yang dimana dapat dilihat pada table kuisioner

di bawah ini :

sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sedangkan 53% Responsen
Pekerja tidak tetap menyatakan bahwa hak cuti yang mereka terima tidak sesuai
dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, karena mereka tidak menerima hak cuti
tahunan.

Sedangkan menurut Hasil wawancara penulis dengan Ibuk Fifi Noviani, ia

menyatakan bahwa Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau memberikan Hak Cuti hanya
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sesuai dengan kebutuhan saja, contohnya seperti Cuti Melahirkan, Kemalangan,

atau lainnya. Akan tetapi untuk Hak Cuti tahunan tidak dapat dan menurut Pihak

PUPRPKPP sendiri mereka belum memberikan Hak Cuti yang sesuai dengan

. Akan tetapi

pihak PUPRPKPP tidak m ‘ ebut ada Pegawai Tidak

da juga hak-hak

a yang aman dan

Namun sebaliknya, jika lingkungan kerja tidak terorganisasi dengan baik serta
banyak faktor yang berbahaya maka pekerja akan menimbulkan efek buruk bagi
pekerja, Pada table kuisioner dibawah ini dapat dilihat apakah para Pekerja Tidak

Tetap di Dinas PUPRPKPP apakah telah mendapatkan Lingkungan kerja yang

80 Hasil Wawancara Penulis Dengan Fifi Noviani Menajabat Sebagai Penyusun Rencana Kegiatan
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aman dan nyaman serta apakah Pekerja Tidak Tetap mendapatkan Perlakuan yang

Sama :

No Kuisioner Jawaban Responden Presentase
1. Ya 15 100%
2. Tidak

Jumlah 15 100%

Sumber: Data Olahan 2022
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fasilitas yang baik. Serta 100% pekerja tidak tetap menyatakan bahwa mereka

mendapatkan perlakuan yang sama oleh atasan tanpa ada perbedaan.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Ibuk Fifi Noviani, ia
menyatakan bahwa Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau memberikan Fasilitas yang
lengkap serta ruang kerja yang baik dan bersih, yang manfaatnya akan di rasakan

oleh seluruh anggota pekerja. Serta Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau memberikan
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perlakuan yang sama kepada setiap Pegawai di Lingkungan Dinas PUPRPKPP,
baik secara usia, gender, agama maupun aspek lainnya. jika adapun perbedaan
mungkin hanya perbedaan gaji dan waktu kerja. Dinas PUPRPKPP memberikan
Kebebasan beribadah diberikan.oleh Dinas.PUPRPKPP Provinsi Riau kepada
semua Pegawai di lingkungan Dinas PUPRPKPP.5

Menurut Penulis, Dinas, RUPRPKPP ,Provinsi Riau telah memberikan
Lingkungan kerja yang aman dan nyaman, yang sesuai dengan Undang-Undang
Ketenagakerjaan, dimana pada hasil wawancara tersebut telah dijelaskan bahwa
Dinas PUPRPKPP menyediakan fasilitas yang lengkap dan bersih, serta akan
berdampak baik untuk seluruh anggota pekerja. Selain lingkungan kantor yang
mendukung, tiap-tiap perusahaan ataupun kedinasan harus memberikan Perlakuan
yang sama tanpa ada membedakan sama sekali, seperti yang tercantum pada Pasal
5 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2013 yang berbunyi “Setiap
tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh
pekerjaan.” dan Pasal 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2013
yang menyatakan “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama
tanpa diskriminasi dari pengusaha.” Serta.Dinas PUPRPKPP memperbolehkan
Pekerja Tidak tetapnya menjalankan ibadah yang sesuai dengan agama dan
kepercayaan masing-masing. yang dimana sejauh ini pihak Dinas PUPRPKPP telah

melaksanakannya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

61 Hasil Wawancara Penulis Dengan Fifi Noviani Menajabat Sebagai Penyusun Rencana Kegiatan
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Menurut hasil wawancara Penulis dengan Ibuk Fifi Noviani, ia

menyatakan bahwa Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau memberikan hak berupa Upah
dan cuti, mengenai perlindungan kesejahteraan, Kesehatan dan juga keselamatan
kerja diserahkan kepada Penyedia Jasa untuk melakukan perlindungan secara

mandiri. Seperti membayar iuran BPJS secara personal, Dinas PUPRPKPP hanya
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membantu untuk melakukan pemotongan dan penyetoran berdasarkan kesediaan

dari masing masing penyedia jasa/ PTT.5?

Menurut pendapat penulis, Dinas PUPRPKPP tidak menyediakan K3 serta

B. Permasa idak Tetap Di

Dinas Kawasan

asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan; Perencanaan tenaga kerja dan
informasi ketenagakerjaan; Pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi
tenaga kerja; Pelatihan Kerja; Pelayanan penempatan tenaga kerja; Penggunaan

tenaga kerja asing; Pembinaan hubungan industrial; Pembinaan kelembagaan dan

62 Hasil Wawancara Penulis Dengan Fifi Noviani Menajabat Sebagai Penyusun Rencana Kegiatan
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sarana hubungan industrial; Perlindungan bagi Pekerja, termasuk hak-hak dasarnya;
dan Pengawasan ketenagakerjaan.

Akan tetapi tidak banyak para Pekerja mengerti ataupun paham dengan isi

AR

i
X

R

1. ’ 33%
%

2. ' 67%

100%

Sumber: Data Olahan 2022

Berdasarkan hasil kuisioner terhadap Pekerja tidak tetap di Dinas
PUPRPKPP Provinsi Riau, maka penulis mendapatkan hasil yaitu 67% Pekerja
tidak tetap menyatakan mereka kurang mengerti isi dari Undang-Undang
ketenagakerjaan tersebut, sedangkan 33% Pekerja tidak tetap menyatakan bahwa

mereka mengerti serta paham apa maksud dan tujuan undang-undang tersebut.
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Berdasarkan hasil wawancara Penulis bersama Ibu Fifi Noviani yang
menajabat sebagai Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran di Dinas
PUPRPKPP, beliau menyatakan bahwa Dinas PUPRPKPP memang tidak pernah
ataupun menjelaskan tentangisi..undang-undang ketenagakerjaan kepada para
Pekerja tidak tetap karena menurut Dinas PUPRPKPP itu seharusnya pekerja sudah
harus memahami sendiri tanpa-harus di-serukan,

Menurut Penulis, Undang-undang Ketenagakerjaan ini seharusnya di
pahami oleh siapapun karena isi pada undang-undang tersebut sangat bermanfaat
untuk pekerja ataupun untuk seluruh manusia, karena tiap-tiap orang pasti akan
memasuki dunia kerja, dan manfaat untuk memahami isi undang-undang tersebut
sangatlah menguntungkan terutama untuk si pekerja. dan Menurut Adrian Sutedi,
hanya ada dua cara melindungi pekerja: Pertama, melalui undang-undang
ketenagakerjaan, karena dengan undang-undang berarti ada jaminan Negara untuk
memberikan pekerjaan yang layak, melindunginya di tempat kerja (kesehatan,
keselamatan kerja, dan upah layak) sampai dengan pemberian jaminan sosial
setelah pension, dan"Kedua, melalui serikat pekerja (SP). Karena melalui serikat
pekerja dapat menyampaikan aspirasinya, berunding dan menuntut hak-hak yang
semestinya mereka terima.®® Maka dari itu pentingnya pekerja untuk mengetahui
bahwa memahami isi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat melindungi

mereka.

63 Lidia Febrianti, “Perlindungan Hukum Terhadap Hukum Kerja Kontrak Di Tinjau Dari
Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia Dan Hukum Islam,” COSTING: Journal of
Economic,Business and Accounting 6, no. 1 (2022): 86-95.
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Salah satu komponen penggerak ekonomi yang paling berpengaruh pada
suatu negara adalah tenaga kerja. Tenaga kerja ini adalah orang-orang yang terlibat

langsung dalam proses produksi suatu barang/jasa untuk menggerakkan

Pekerja tidak teta i , enuli an di lapangan, dan

hasilnya dapa

Jawaban Pekerja Q ﬁ ‘ PRPK entang Pekerja Tidak
tetap Mengalami hambata “ menerima Hak Normatif dari

Dinas PUPRPKPP

No Kuisioner Jawaban Responden Presentase
1. Ya 10 67%
2. Tidak 5 33%
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Jumlah 15 100%

Sumber: Data Olahan 2022

Berdasarkan _hasil kuisioner terhadap Pekerja tidak tetap di Dinas

S K enu 3 aWancara Fifi Noviani,
beliau menyatakan bah 3 apa. ' PP tidak dapat

memberikan hak normative. kepada Pegawai. Tida ) dikarenakan

Sedangkan me Q Q
| \\.‘
tidak tetap di Dinas PUPRPKPP's
1. Pekerja tidak tetap tersebut tidak mengikuti aturan yang telah dibuat
oleh Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

2. Pekerja tidak tetap tersebut tidak menyelesaikan pekerjaan dalam jangka

waktu yang telah ditentukan.

64 Hasil Wawancara Penulis Dengan Fifi Noviani Menajabat Sebagai Penyusun Rencana Kegiatan
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3. Pekerja tidak tetap melakukan pelanggaran kewajiban dari penyedia
jasa/ PTT tersebut seperti tidak menaati ketentuan jam kerja yang

berlaku di lingkungan Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau.

kendala

7

lar
’
o

-\t.«\"a\\\

‘l
N

Jumlah 15 100%

Sumber: Data Olahan 2022
Berdasarkan hasil kuisioner terhadap Pekerja tidak tetap di Dinas
PUPRPKPP Provinsi Riau, maka penulis mendapatkan hasil yaitu 60% Responden

PTT menyatakan bahwa mengalami kendala saat bekerja, terutama dalam waktu
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untuk menyiapkan pekerjaan tersebut serta waktu masuk bekerja. Sedangkan 40%
lagi menyatakan bahwa tidak adanya kendala dalam bekerja.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama lIbu Fifi Noviani yang
menyatakan bahwa Beberapa permasalahan yang terjadi adalah adanya pelanggaran
kewajiban yang dilakukan oleh Penyedia Jasa/ PTT yang menyebabkan penundaan
atau penghentian pembayaran-upah. Pelanggaran kewajiban ini sendiri dalam
bentuk tidak masuk kerja, terlambat saat bekerja serta mengerjakan pekerjaan. Jika
sekali dua kali terlambat tidak menjadi masalah akan tetapi jika sudah lebih dari
tiga (3) kali, Pihak Dinas PUPRPKPP tidak dapat memberikan toleransi lagi karena
telah melanggar ketentuan/aturan yang berlaku.®®

Menurut Penulis, Pihak PUPRPKPP meberikan sanksi-berupa penundaan
ataupun penghentian pembayaran upah terhadap Pekerja tidak tetap yang
melakukan pelanggaran kewajiban yang seharusnya diikuti ataupun dipatuhi oleh
pekerja tidak tetap tersebut. Menurut penulispun wajar saja rasanya Dinas
PUPRPKPP memberikan sanksi terhadap pekerja-pekerja yang melanggar serta
tidak mematuhi aturan yang telah diberikan.

Sebelum Pekerja tidak tetap ‘bekerja pada suatu perusahaan/kedinasaan
maka perlu adanya perjanjian kerja, dan dimana pada Perjanjian Kerja ini ibu Fifi
Noviani juga menjelaskan bahwa terkadang Pihak PUPRPKPP Provinsi Riau belum

dapat untuk memastikan apakah Pekerja Tidak Tetap tersebut kedepannya kontrak

65 Hasil Wawancara Penulis Dengan Fifi Noviani Menajabat Sebagai Penyusun Rencana Kegiatan
Dan Anggaran
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kerjanya apakah akan di perpanjang atau tidak, dikarenakan adanya kendala-

kendala yang mengalami kantor kedepannya.®®

Tabel 111.12

menyatakan bahwa mereka tidak a Upah yang sesuai dengan Undang-

Undang yang telah ditetapkan, sedangkan 13% Responden menyatakan bahwa

mereka menerima upah sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan.
Sedangkan menurut hasil wawancara penulis bersama Pihak PUPRPKPP

yaitu ibu Fifi Noviani, yang dimana beliau menyatakan bahwa saat ini para Pekerja

®5Hasil Wawancara Penulis Dengan Fifi Noviani Menajabat Sebagai Penyusun Rencana Kegiatan
Dan Anggaran
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tidak tetap di Dinas PUPRPKPP memang belum mendapatkan hak atas upahnya
sesuai dengan undang-undang yang berlaku atas upah. Karena PTT (Pekerja tidak

tetap) di Dinas PUPRPKPP hanya diberikan Gaji/Upah sesuai dengan berapa

emperoleh
upah yang layz i pe a di gaji/u sesuai upah

seperti  yang

Jawaban dakah upaya

Dinas PU m memberikan

No Presentase

1. 33%

2. 67%
Jumlah 15 100%

Sumber: Data Olahan 2022

57 Hasil Wawancara Penulis Dengan Fifi Noviani Menajabat Sebagai Penyusun Rencana Kegiatan
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Berdasarkan hasil kuisioner terhadap Pekerja tidak tetap di Dinas
PUPRPKPP Provinsi Riau, maka penulis mendapatkan hasil yaitu 67% Responden

menyatakan bahwa untuk saat ini belum adanya upaya Dinas PUPRPKPP untuk

hal ini pekerja
Kerja (SPK)

tertulis kepada

sama-sama diketahui bahwa hak tersebut wajib untuk dipenuhi, agar tidak ada para

pekerja yang merasakan bahwa hak mereka tidak dapat diberikan.®®

% Hasil Wawancara Penulis Dengan Fifi Noviani Menajabat Sebagai Penyusun Rencana Kegiatan
Dan Anggaran
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A. Kesimpulan

BAB IV

PENUTUP

idak Tetap

Peraturan

pada Undang-
tetap di Dinas

aturan, mereka

sekurang-kurangnya 12 hari kerja dalam satu tahun.” Akan tetapi pihak
PUPRPKPP tidak memberikan hak cuti tersebut kepada Pegawai Tidak
Tetapnya dan Pekerja tidak tetap juga tidak menerima Hak untuk
mendapatkan K3 (BPJS Kesehatan) sedangkan Dalam pasal 86
menegaskan hak pekerja untuk memperoleh perlindungan atas

keselamatan dan kesehatan kerja. Maka dapat diketahui dalam hal ini
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Dinas PUPRPKPP belum menjalankan/memberikan hak pekerja seusai
dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

2. Permasalahan-Permasalahan yang Terjadi Pada Pekerja Tidak Tetap Di
Dinas Pekerjaan  Umum, Penataan® Ruang, Perumahan, Kawasan
Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Riau ialah seperti : Pekerja Tidak
tetap. kurang memahami’ tentang /Undang-Undang Ketenagakerjaan,
Pekerja Tidak tetap Mengalami hambatan/kesulitan dalam menerima Hak
Normatif dari Dinas PUPRPKPP karena Dinas PUPRPKPP tidak dapat
memberikan hak-hak normatif kepada Pegawai Tidak Tetap (PTT)
dikarenakan Pekerja tidak tetap tersebut tidak mengikuti aturan yang telah
dibuat-oleh Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, Pekerja tidak tetap tersebut
tidak menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
Dan Pekerja tidak tetap melakukan pelanggaran kewajiban dari penyedia
jasa/ PTT tersebut seperti tidak menaati ketentuan jam kerja yang berlaku
di lingkungan Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, serta yang terakhir ialah
terkadang Pihak PUPRPKPP Provinsiw.Riau belum dapat untuk
memastikan apakah Pekerja Tidak.Tetap tersebut kedepannya kontrak
kerjanya apakah akan di perpanjang atau tidak. Serta saat ini upaya untuk

mengatasi hambatan tersebut masih minim untuk dilakukan.

B. Saran

1. Diharapkan agar Dinas PUPRPKPP dapat memberikan Hak-Hak Normatif
pekerja sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Aturan dan Undang-

Undang Ketenagakerjaaan, bukan hanya memberikan hak normatifnya
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sebagaian diharapkan untuk dapat memberikan hak normatifnya
sepenuhnya.

2. Diharapkan agar Dinas PUPRPKPP dapat mengatasi segala hambatan
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